
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2025 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS 
BUMI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR 

MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS 
PENUGASAN PADA SUB PENYALUR DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, 

TERLUAR ATAU TERPENCIL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang :  a. bahwa untuk kesinambungan dalam penyediaan dan 
pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan 

jenis bahan bakar minyak khusus penugasan kepada 
konsumen pengguna melalui sub penyalur di daerah 

tertinggal, terdepan, terluar atau terpencil, perlu 
dilakukan perpanjangan kegiatan penyaluran jenis bahan 
bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar 

minyak khusus penugasan bagi sub penyalur bahan bakar 
minyak yang telah ada;   

  b. bahwa ketentuan peralihan dalam Peraturan Badan 
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 
dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada 
Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau 

Terpencil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat, sehingga perlu diubah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang 
Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak 
dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran 

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan 
Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Sub Penyalur di 

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil; 
 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak  
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang 

Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan 

Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas 
Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur 

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan 
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5308); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4996); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 
6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan 

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha 
Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah 
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diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 
Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur 

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan 
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
103); 

7. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang 
Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran 
Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang 

Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran 
Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 294); 

8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
119); 

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran 
Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied 

Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 303); 

10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat 

Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak 
Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus 

Penugasan (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 
2023 Nomor 726); 

11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penugasan Badan Usaha 
dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar 

Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus 
Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 1046); 
12. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran Jenis Bahan 

Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak 
Khusus Penugasan pada Sub Penyalur di Daerah 

Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS 
BUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN 

PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 1 TAHUN 
2024 TENTANG PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK 

TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS 
PENUGASAN PADA SUB PENYALUR DI DAERAH TERTINGGAL, 
TERDEPAN, TERLUAR ATAU TERPENCIL. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir 
Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis 
Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Sub Penyalur di 

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319) diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 14 

Sub Penyalur BBM yang telah ada sebelum Peraturan Badan 
ini diundangkan:  

a. dapat melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM 
Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sampai 

dengan tanggal 30 September 2025; dan 
b. dalam hal akan melanjutkan sebagai Sub Penyalur BBM 

maka harus mengajukan permohonan Sub Penyalur BBM 

sesuai dengan Peraturan Badan ini. 
 

Pasal II 
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Maret 2025 
 
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  

MINYAK DAN GAS BUMI 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
Œ 

 

ERIKA RETNOWATI 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal  Д 
 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 
 
               Ѽ 
 
DHAHANA PUTRA 

 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR        Ж 
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